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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kebutuhan akan tenaga terampil ( Ahli Madya ) bidang komunikasi 
dan bidang-bidang terkait lainya, semaking hari semaking meningkat. 
Kebutuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan industri 
komunikasi di Indonesia. Di samping itu, kemajuan dunia usaha dengan 
semakin banyaknya perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga ekonomu di 
Indonesia, mendorong hubungan antara lembaga maupun di dalam lembaga 
itu sendiri ( internal dan eksternal ) semakin kompleks. Hali itu membutuhkan 
devisi khusus ( humas )  untuk menangani berbagai permasalahan yang 
berkaitan dengan masyarakat dan antar person – person dalam lembaga agar 
image lembaga tetap baik. 
Public relations yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan 
istilah hubungan masyarakat atau “HUMAS”, merupakan lapangan kerja baru 
di dunia komunikasi yang tumbuh dan berkembang sangat pesat. 
Perkembanganya berkaitan erat dengan kemajuan masyarakat di berbagai 
bidang, terutama di bidang industri, bisnis, perusahaan, bahkan akhir – akhir 
ini juga berkembang pesat di bidang politik dan pemerintahan. 
Kegiatan Public Relations pada hakikatnya adalah kegiatan 
komunikasi. Tetapi berbeda dengan jenis kegiatan komunikasi lainya, kegiatan 
komunikasi dalam public relations mempunyai ciri – ciri tertentu, disebabkan 
karena fungsi,sifat organisasi dari lembaga dimana public relations itu berada 
dan berlangsung, sifat – sifat manusia yang terlibat, terutama publik yang 
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menjadi sasaran, factor – factor eksternal yang mempengaruhi dan sebagainya 
yang bersifat khas. Ciri hakiki dari komunikasi dalam public relations adalah 
komunikasi yang bersifat timbal - balik ( two – way traffic ). Komunikasi yang 
bersifat timbal balik ini sangat penting dan mutlak harus ada dalam kegiatan 
public relations, dan terciptanya feedback merupakan prinsip pokok dalam 
public relations. 
Secara stuctural, public relations merupakan bagian intregal suatu 
kelembagaan dan bukan suatu fungsi atau bagian yang berdiri sendiri. Public 
relations adalah penyelenggara komunikasi timbal balik antara suatu lembaga 
dengan publik yang mempengaruhi sukses tidaknya lembaga tersebut. Dari 
pihak suatu lembaga, komunikasi seperti ini ditunjukan untuk menciptakan 
saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan, kebijakan, dan 
tindakan lembaga tersebut. 
Humas dalam lembaga pemerintahan ( departemen, lembaga, 
nondepartemen, Badang Usaha Milik Negara / BUMN ), merupakan 
keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang 
kebijakan program dan kegiatan – kegiatan lembaga pemerintah kepada 
masyarakat. Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan 
penjelasan kepada khalayak / publik mengenai kebijakan dan langkah – 
langkah atau tindakan oleh pemerintah serta mengusahakan tumbuhnya 
hubungan yang hormonis antara lembaga / instansi dengan publiknya dan 
memberikan pengertian kepada publik ( masyarat ) tentang apa yang 
dikerjakan oleh instansi pemerintahan di mana humas itu berda dan berfungsi. 
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Salah satu tempat yang menarik untuk dijadikan tempat Kuliah Kerja 
Media ( KKM ) adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
(Dishubkominfo ) Karanganyar. Humas pemerintah merupakan suatu kegiatan 
pemerintah untuk menanamkan dan memperolah pengertian niat baik, 
kepercayaan, penghargaan dari dan kepada masyarakat luas. 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memberikan 
pelayanan informasi kepada masyarakat luas. Informasi dari dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika diproses ke publik kembali lagi ke 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi ( Dishubkominfo). Dinas 
perhubungan Komunikasi dan Informasi bukanlah solution maker tetapi lebih 
kepada pengelolaan informasi yang efisien dan efektif sehingga citra 
Pemerintah Kota ( Pemkot ) khususnya dan Kabupaten Karanganyar 
umumnya baik dimata masyarakat. Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika dapat dipandang sebagai pintu gerbang Informasi Kabupaten 
Karanganayar sehingga menarik untuk dipelajari dan dijadikan tempat praktek 
ilmu humas yang telah didapat di bangku kuliah.   
 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media  
1. Tujuan Khusus 
a. Untuk mengetahui kegiatan Humas Pemerintah di Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
karanganyar. 
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b. Mengetahui sejauh mana fungsi dan peran Humas di instansi 
Pemerintahan terkait pencitraan di Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. 
2. Tujuan Umum  
a. Memenuhi kegiatan proses akhir dari perkuliahan yang merupakan 
salah satu syarat kelulusan, sesuai peraturan yang berlaku di Program 
Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial Dan politik 
Universutas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Dapat mengaplikasikan secara langsung tentang ilmu Humas yang 
diperoleh pada saat kuliah kedalam dunia kerja praktisi humas. 
c. Mendapatkan pengalaman sekaligus bisa merasakan persaingan di 
dunia kerja. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Public Relations 
Public relations merupakan profesi professional, sebagai suatu profesi 
Public Relations baru dikenal sejak awal abad 20 namun jika ditarik 
kebelakang gejalanya sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan para pakar public 
Relationc mengatakan bahwa, gejala Purel sudah muncul dan dikenal sejak 
manusia pertama ada (Adam dan Hawa ). Gejala yang demikian bisa dilihat 
dari intensitas hubungan antar manusia, Pemberitahuan oleh seseorang 
kepada orang lain, Upaya seseorang membujuk serta mempengaruhi orang 
lain, dan sebagainya.  
Humas atau yang lebih dikenal dengan Public Relations merupakan 
sebuah instrumen yang tidak jarang disalah pahami dan disepelekan oleh 
sebagian orang. Pada kenyataanya Purel bisa memainkan peranan pokok 
dalam usaha mencapai tujuan spesifik di semua tingkat pekerjaan organisasi 
dengan memfokuskan, memperkuat, dan mengkomunikasikan peran secara 
efektif. Apalagi digunakan secara semestinya Purel merupakan metode yang 
bagus sekali dan efektif di segi pengeluran dan dana menciptakan dan 
menguatkan citra seseorang individu, sebuah organisasi atau suatu produk. 
Public Relations mempunyai manfaat untuk memastikan bahwa publik 
menerima dan memahami pesan yang disampaikan.  
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Public Relations melibatkan banyak disiplin ilmu lainya dan ini bisa 
berdampak terhadap semua aspek organisasi. Public Relations adalah 
mengenai proyeksi pesan yang tepat , dalam fungsi seperti itu bisa 
meningkatkan hubungan pers, periklanan, pemasaran, pemberian sponsor, 
penyelenggaraan pameran, dan urusan publik. Dengan kata lain, Purel 
merupakan hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Public Relations 
memasyarakat kebijaksanaan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat atau 
suatu penyebaran pengaruh secara sadar dan terencana. Bagi seorang Public 
Relations officer (PRO) menjalin hubungan dengan berbagai public sangat 
penting untuk selalu dipelihara dan dibina dalam kaitanya dengan 
kepercayaan kepada publik, dan dalam rangka menciptakan pengertian 
bersama dan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, organisasi, 
dan publik 
Menurut kamus ( British ) Institute of Public Relations  ( IPRA ) 
terbitan bulan November 1987 : “ Praktek humas atau Public Relations 
adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan 
berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan 
saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.” ( 
Frank Jefkins, 1995: 8) 
Humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi 
yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi 
dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan – tujuan spesifik 
yang berlandaskan pada saling pengertian. ( Frank Jefkins, 1995: 9 )  
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Menurut pendapat International Public Relations Association (IPRA, 
1993:110) dalam buku ilmu komunikasi teori dan praktek adalah pendapat 
dua aspek yang hakiki pada Public Relations, dua aspek ini tidak bisa tidak 
ada. Jika kedua aspek tersebut tidak ada , tentu nama lembaga atau kegiatan 
itu belum dapat disebut sebagai Public Relations. 
Kedua aspek tersebut dapat dilihat di dalam buku berjudul Human 
Relations dan Public Relations (Onong Uchjana Efendy, 1993:110) yang 
meliputi : 
Pertama : Sasaran Publik Relations adalah public intern dan public 
ekstern. Public intern adalah orang-orang yang berbeda atau tercakup oleh 
organisasi, seluruh pegawai mulai dari staf sampai karyawan bawahan 
(dalam perusahaan termasuk stakeholder) sedang public ekstern adalah 
orang-orang yang diharapkan ada hubunganya.  
Kedua : Kegiatan Public Relations adalah komunikasi dua arah 
timbal balik (Reciprocal twoo way traffic communications). Mengartikan 
bahwa dalam penyampaian informasi baik ke public ekstern harus terjadi 
umpan balik. Dengan demikian Public Relations Officer (PRO) yang 
melakukan kegiatan tersebut mengetahui public sebagai efek dari komunikasi 
yang PRO lakukan. Sudah tentu opini public yang menyenangkan yang 
diharapakan. Apabila dimungkinkan terjadi sebaliknya, maka PRO harus 
bekerja keras mengubah muatan negative menjadi positif.  
Untuk dapat memahami pengertian Public Relations lebih luas dan 
dalam, definisi dari Dr. Rex Harlow yang dikutip oleh Onong Ucchjana 
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Efendy di dalam buku Human RelationsDan Publik Relations (1993:117) 
barangkali paling dapat dipertanggungjawabkan . Definisi Dr. Rex Harlow 
sebagai berikut : 
“Publik Relations adalah fungsi manajemen yang khas, mendukung 
pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan 
publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama ; 
melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan ; membantu 
manajemen menjadi tahu mengenai dan tanggap terhadap opini publik, 
menetapkan dan menekankan tanggungjawab manajemen untuk melayani 
kepentingan public; mendukung manajemen dalam mengikuti dan 
memanfaatkan perubahan secara efektif ; bertindak sebagai sistem peringatan 
dini  dalam membantu mengantisipasi kecederungan ; dan menggunakan 
penelitian sarta tehnik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama”. 
Dari definisi Dr. Harlow tampak akan aspek penting dalam Purel 
yakni, komunikasi. Komunikasi merupakan kunci hubungan masyarakat 
bahkan ditegaskan pentingnya komunikasi yang sehat dan etis. 
Para ahli yang tergabung dalam IPRA di Den Haag dengan tegas 
menyatakan bahwa Public Relations adalah fungsi manajemen, artinya 
Public Relations tersebut melekat pada manajemen. Secara tidak langsung 
hal demikian menyeragamkan definisi yang relatif banyak dalam hal 
hubungan antara Public Relations dengan manajemen yang beranekaragam. 
Purel sebagai fungsi manajemen dijalankan oleh perusahaan, pemerintahan, 
asosiasi profesi dan niaga, organisasi nir laba, lembaga swadaya masyarakat, 
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industri pariwisata, dunia pendidikan, politisi, dan berbagai lainya. Pada 
intinya semua organisasi bisa memetik keuntungan dari penggunaan Public 
Relations. 
 
B. Fungsi Humas  
Fungsi humas menurut Bertrand R. Canfield yang dalam bukunya 
Public Relations : Principles and problems, mengemukakan fungsi humas 
sbb: 
1. Mengabdi kepada kepentingan umum  
Umum disini adalah publik intern (karyawan) dan publik ekstern 
(wartawan). Demi kepentingan umum humas tidak selalu harus 
membela atasan (manajer) sebab apa yang dilakukan humas semata – 
mata demi tercapainya tujuan organisasi di bawah pimpinan, bimbingan 
dan arahan manajer. 
2. Memelihara Komunikasi yang baik 
Hubungan komunikatif antara pehumas dengan publik – baik internal 
maupun eksternal dan hubungan menejer beserta stafnya, dilakukan 
secara timbal balik yang dilandasi empati sehingga menimbulkan rasa 
simpati. Memandang siapa saja yang berhubungan dengannya sebagai 
insan yang patut dihargai dan dihormati. 
3. Menitik beratkan moral dan perilaku yang baik 
Humas menjadi wakil organisasi dalam berhubungan dengan publik. 
Sehingga baik buruknya tingkah laku humas menjadi citra organisasi. 
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Tingkah laku positif tidak hanya dinilai dari perbuatan tetapi juga 
pelayanan dan keadaan kantor ( kebersihan, kerapian dll)  
(Onong Uchjana Effendy, M.A, 1986: 44) 
Ketiga fungsi humas yang dikemukakan Bertrand R. Canfield itu, 
apabila dilaksanakan akan menjadi dukungan yang nyata terhadap 
pencapaian tujuan organisasi beserta menejemennya. 
Dalam kaitanya dengan humas, maka humas dalam suatu instansi 
dikatakan berfungsi apabila humas itu menunjukan kegiatan yang jelas, yang 
dapat dibedakan dari kegiatan lainya. Jadi kalau dipertanyakan apa fungsi 
humas itu, maka terlebih dahulu dipertanyakan apakah humas itu berfungsi, 
dalam arti kata apakah menunjukan kegiatan dan apakah kegiatan itu jelas 
dan berbeda dari jenis kegiatan lainya. 
Pada umumnya fungsi Humas sebagai barikut :  
1. Menjalin hubungan yang harmonis antara lembaga dengan masyarakat. 
2. Menciptakan kondisi saling pengertian ( mutual understanding ) antara 
lembaga dengan masyarakat. 
3. Membentuk pendapat umum yang menguntungkan bagi lembaga. 
( Novel Ali, 1985: 2) 
Publik dalam Public Relations berarti : 
1. Suatu relasi kelompok tertentu dari suatu organisasi intern dan ekstern. 
2. Public besar yang ingin dijangkau oleh organisasi yang memerlukan 
image dari organisasi itu. 
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3. Termasuk dalam hal yang umum untuk semua saja dan bisa dicapai oleh 
semua. 
Suatu pelaksanaan fungsi Public Relations memerlukan hal – hal 
sebagai berikut : 
1. Berbagai keahlian yang dapat diandalakan 
2. Orang – orang yang dapat dipercaya 
3. Pengawasan dan Koordinasi 
4. Perhatian terhadap semua detail 
5. Dilaksanakan secara profesional 
Pada setiap langkah Public Relations dalam melaksanakan fungsinya 
diperlukan persyaratan dasar dan persyaratan mental antara lain : 
Persyaratan Dasar : 
1. Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan 
2. Kemampuan menarik perhatian 
3. Kemampuan mempengaruhi pendapat 
4. Kemampuan menjalin hubungan  
Persyaratan Mental : 
1. Kejujuran 
2. Integritas 
3. Loyalitas. 
Fungsi Public Relations yang digunakan sebagai instrumen yang 
ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan, peraturan, budaya organisasi 
13 
 
atau perusahaan, suasana kerja yang kondusif, peka terhadap karyawan 
perihal memberikan suntikan motivasi dalam menstimulus kinerjanya. 
 
C. Proses humas  
Kegiatan humas (Public Relations) menurut Cultip dan Center 
dilakukan melalaui proses sebagai berikut: 
1. Penemuan fakta (fact finding) 
2. Perencanaan (Panning) 
3. Komunikasi (comminication), dan  
4. Evaluasi (evaluating) 
Proses humas itu dievaluasi sebagai berikut : 
1. Penemuan fakta (fact finding) 
Dalam fase penemuan fakta ini seorang petugas ( public Relations) 
dituntut untuk : 
· Memperhatikan berbagai kejadian atau perkembangan sosial, politik, 
maupun ekonomi yang secara langsung berhubungan dengan 
organisasi atau perusahaan. 
· Mengumpulkan berbagai macam data untuk diolah menjadi 
informasi. 
· Menganalisa informasi itu agar sesuai dengan keperluan ataupun 
perusahaan 
· Selalu siap menyajikan berbagai informasi secukupnya kepada setiap 
unit organisasi atau perusahaan. 
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· Menyempurnakan segala macam informasi yang dirasakan masih 
kurang memadai. 
· Melengkapi simpanan data dan informasi antara lain dengan 
menyelenggarakan dokumentasi dan press-clipings 
2. Perencanaan (planning) 
Perencanaan atau planning merupakan bagian penting di dalam 
usaha memperoleh public opinion yang menguntungkan. Perencanaan ini 
merupakan bidang yang cukup penting, karena menghubungkan kegiatan 
komunikasi dengan kepentingan dan organisasi ataupun perusahaan. 
Berdasarkan fact finding, dalam tahap ini sejumlah langkah yang harus 
dilakukan, yaitu : 
· Merumuskan apa tujuan yang harus dicapai oleh public relations 
ketika mengirimkan pesan tertentu. 
· Mengolah data yang diperolehnya tentang berbagai faktor sosial, 
politik, dan sebagainya yang sekiranya diperlukan 
· Merumuskan bagaiman pesan itu harus disebarkan. 
· Menentukan teknik komunikasinya. 
· Memerika kesempurnaan informasi yang diperolehnya pada tahap 
fact finding. 
· Membandingkan pengalaman-pengalaman pihak lain dan 
organisasinya sendiri guna memperoleh langkah terbaik. 
· Mengadakan analisa atau informasi yang diperoleh serta merumuskan 
sesuai dengan program kerja, yaitu sesuai dengan situasi dan tempat. 
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3. Komunikasi ( communication ) 
Tahapan komunikasi tidak terlepas dari perencanaan tentang 
bagaimana mengkomunikasikan sesuatu dan apa yang dikomunikasikan. 
Bagaimana mengkomunikasikan sesuatu dan apa yang dikomunikasikan, 
sebenarnaya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai melalui 
kegiatan public Relations. Kegiatan komunikasi dapat berbentuk lisan, 
tertulis, visual, atau dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu. 
4. Evaluasi (evaluation ) 
Setelah komunikasikan dilakukan, maka sesuatu organisasi atau 
perusahaan tentu ingin mengetahui dampak atau pengaruhnya terhadap 
publik atau khalayak. Hal ini dilakukan melalaui evaluasi. 
 
D. Humas Pemerintahan 
Lembaga – lembaga pemerintahan dari tingkat pusat hingga tingkat 
daerah dilengkapi dengan bagian Humas untuk mengelola informasi dan 
opini publik. Informasi mengenai kebijakan pemerintah disebar luaskan 
seluas – luasnya dan opini publik di kaji dan diteliti seefektif – efektifnya 
untuk keperluan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan 
selanjutnya. 
Humas pada departemen – departemen mempunyai dua tugas : 
pertama menyebar informasi secara teratur mengenai kebijakan, 
perencanaan, dan hasil yang telah di capai : kedua, menerangkan dan 
mendidik publik mengenai perungdang – undangan , peraturan – peraturan 
dan hal – hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari – hari. 
16 
 
Tugas lainya adalah menasehati pimpinan departemen dalam hubungan 
dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijakan yang dijalankan. ( 
Onong Uchjana Effendy, 1986 : 47-48 ) 
Kebanyakan Departemen / kementrian , bagian humas mempunyai 
keleluasaan untuk menyampaikan opini / pendapatan pada pertemuan – 
pertemuan dalam semua tingkat dan Si Kepala Bagian ini menyenangi 
kepercayaan penuh yang di berikan menteri dan pimpinan lain kepadanya itu. 
Diakui bahwa ia tidak mungkin melaksanakan tugasnya tanpa keleluasaanya 
memperoleh informasi yang lengkap, dan bahwa ia harus diminta nasehatnya 
ketika suatu kebijakan sedang dirumuskan. 
Di Inggris, sebagai negara yang demokratis yang menganggap tugas 
humas sangat penting, sistem pengorganisasian Humas mempunyai ciri 
tersendiri. Semua kementrian dilengkapi dengan bagian Humas, tetapi 
meskipun terdapat sedikit banyak perbedaan disebabkan oleh sifat 
kementrianya yang memang berbeda, umumnya ada empat bagian yang 
disemua kementrianya menjadi pelengkap Humasnya, yakni : 
Ø Press Office atau Biro Pers 
Ø Broadcasting Section atau Biro Siaran 
Ø Publicity Section atau Biro Publisitas 
Ø Intelligence Section atau Biro Intelijen 
Humas sebagai tangan kanan, mata dan telinga pemerintah, 
mempunyai kewajiban untuk turut serta memantapkan program – program 
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pemerintah di dalam suatu sistem politik yang ada sekarang ini, agar sistem 
itu semakin mantap. 
Pada dasarnya tugas humas pemerintah adalah : 
1. Memberi penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang 
kebijakan, langkah – langkah, dan tindakan – tindakan pemerintah, serta 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang 
diperlukan secara terbuka, jujur, obyektif. 
2. Memberikan bantuan kepada media berita ( news media ) berupa bahan – 
bahan informasi mengenai kebijakan dan lengkah – langkah serta 
tindakan pemerintah, temasuk fasilitas peliputan kepada media berita 
untuk acara resmi yang penting. Pemerintah merupakan sumber 
informasi bagi media, karena itu sikap keterbukaan informasi sangat 
diperlukan. 
3. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang 
telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam negeri, maupun 
khalayak diluar negeri. 
4. Memonitor pendapat  umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutanya 
menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk  feedback kepada 
pimpinan instansi- instansi pemerintahan yang bersangkutan sebagai 
input. 
( F. Rachmadi, 1994 : 78) 
Menurut Dimock dan Koeniq, pada umumnya Humas Dinas 
Pemerintah, senantiasa mengandung dua maksud, yaitu : 
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1. Memberikan penerangan (informasi) kepada masyarakat tentang tujuan – 
tujuan pemerintah, dan servis apa saja yang dapat diberikan olehnya. 
2. Menanamkan didalam hati sanubari rakyat akan kecakapan, kejujuran 
dan pengabdian aparatur Dinas Pemerintahan yang bersangkutan.  
( Bambang Siswanto, 1985: 42) 
 
E. Press Release 
Press Release adalah segala bentuk informasi yang akan disebarkan 
kepada pers, biasanya media cetak. Ada tiga bentuk press release, yaitu : 
1. Basic Publicity Release, meliputi informasi umum yanh mengandung 
nilai berita bagi media lokal, regional, atau nasional. 
2. Product Release, informasi yang disebarkan berkaitan dengan peluncuran 
produk baru atau berkaitan dengan produk perusahaan. 
3. Financial Release, informasi mengenai keuangan yang menyangkut 
perusahaan besar atau nilai keuangan yang besar. Maka menarik media 
bisnis dan ekonomi. 
Editor surat kabar dan majalah mempunyai kriteria yang berbeda untuk 
menerima atau menolak suatu Press Release. Editor akan melihat hal- hal 
sebagai berikut : 
1. Judul yang diangkat. 
Judul yang akan diangkat oleh praktisi PR dalam Press Release tentu 
tidak harus menjadi judul surat kabar, tetapi prinsip pemberian judul 
keduanya adalah sama. Judul harus menarik perhatian atau mewakili isi 
berita.  
2. Kalimat Pembuka  
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Kalimat pertama dalam tubuh Press Release biasanya memuat 
informasi tentang 5W + 1H, yakni : 
Ø Who ( Siapa ) 
Ø What ( apa ) 
Ø When ( kapan ) 
Ø Where ( dimana) 
Ø Why ( mengapa ) 
Ø How (bagaimana )  
(  F. Rachmadi, 1993 : hal.92 ) 
3. Akurasi 
Editor umumnya tidak akan mudah percaya begitu saja pada isi 
berita yang disebarkan perusahaan. Editor akan melakukan pengecekan 
apakah isi tersebut memberikan data yang tepat. 
4. Bahasa 
Editor surat kabar biasanya tidak melakukan banyak perubahan 
karena waktunya sangat terbatas. Yang biasa dilakukan adalah 
pemotongan atas kalimat yang tidak efektif dan isi berita yang dirasa 
tidak perlu. Editor akan menolak berita yang ditulis dengan bahasa yang 
tidak memenuhi kaidah Bahasa Indonesi yang benar. 
5. Eksplusifitas  
Jika release saudara adalah ekslusif, beritahukanlah editor agar ia 
tahu bahwa berita itu benar-benar penting. Berita ekslusif  biasanya 
diberikan oleh perusahaan kepada satu media saja yang akan dianggap 
penting dan mempunyai peredaran dan pengaruh yang luas. 
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6. Relevansi 
Editor akan melihat apakah berita tersebut relevan dengan misi 
media dan kepentingan pembacanya. 
(Rhenald Kasali, 1995 : 170) 
 
F. Konferensi Pers 
Konferensi pers, temu pers atau jumpa pers yaitu diberikan secara 
stimulus/berbarengan oleh seseorang pejabat pemerintahan atau swasta yang 
mempunyai kepentingan khusus kepada pers, yang diikuti banyak wartawan. 
Syarat utama dari sebuah konferensi pers adalah berita yang disampikan 
sangat penting.Pers merupakan media massa yang efektif untuk komunikasi 
dengan orang banyak. Disamping itu pers juga dikenal sebagai media kontrol 
sosial dari masyarakat. Karena itu untuk berhubungan dengan masyarakat 
atau publik di luar perusahaan , pers merupakan salah satu media yang paling 
amuh untuk dipakai. Pelaksanaanya dapat dilakukan dengan mengundang 
para wartawan atau pimpinan redaksi dari berbagai media cetak dan 
elektronik. Dalam pertemuan yang disebut konferensi pers itu dibuka forum 
penerangan dari pihak perusahaan, yang umumnya bersifat penjelasan dan 
informasi tentang kebijakan pimpinan perusahaan atau kegiatan 
mengabdikan dirinya pada masyarakat. Biasanya konferensi pers diakhiri 
dengan tanya jawab. Dalam konferensi pers pertama kali hendaknya 
disiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan dan dijelaskan dalam 
konferensi pers tersebut. Selain direncanakan program acaranya juga perlu 
disebarkan undangan kepada media massa yang akan diwakili oleh wartwan 
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atau pimpinan redaksinya. Dalam penyelenggaraan konferensi pers 
hendaknya disediakan alat-alat tulis dan sarana lainya yang diperlukan para 
wartawan. Umtuk menjaga kekeliruan peliputan, perlu pula disediakan tape 
recorder dan beberapa notulis (pencatat segala kegiatan, terutama 
pembicaraan dalam konferensi itu). Sedangkan untuk mempererat hubungan 
relasi yang harmonis, perlu pula diberikan cinderamakepada mereka yang 
memenuhi undangan konferensi tersebut.  (Soleh Soemirat, 2003)  
 
G. Media Public Relations 
Media komunikasi yang dapat dipergunakan organisasi public 
Relations meliputi : 
1. Media berita, seperti surat kabar dan majalah 
2. Media siaran, seperti radio dan televisi 
3. media komunikasi tatap muka. 
Untuk hasil yang lebih optimal dari kegiatan Public Relations 
diperlukan program yang menungfkinkan terjadinya komunikasi tatap muka 
dengan masyarakat  lingkungan. Program komunikasi tatap muka dapat 
memanfaatkan alat bantu sepaerti : 
1. Menyelenggarakan pertunjukan kesenian rakyat 
2. Pameran 
3. Ceramah 
4. Pengaturan  
( Kustadi Suhandang,  2004 : hal 73-138) 
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BAB III 
DESKRIPSI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR 
 
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
Karanganyar 
1. Sejarah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomer 2 
Tahun 2009 pasal 11 bahwa : Dianas perhubungan Komunikasi Dan 
Informatika yang sebelum berganti nama lebih di kenal dengan Kantor 
Informasi Dan Komunikasi merupakan unsur otonom daerah di bidang 
perhubungan, informatika dan komunikasi yang di pimpin oleh seorang 
kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati 
melalui sekertaris Daerah. 
Otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 
merupakan kesempatan dan keterleluasaan yang luas bagi daerah dalam 
menentukan prioritas bagi pengembangan dan pertumbuhan sektor yang 
dapat mensejahterakan pertumbuhan di daerah tersebut. Salah satu sektor 
yang penting meliputi sektor perhubungan, komunikasi dan informatika 
karena sektor ini merupakan sektor yaang sangat penting dan stategis bagi 
kelancaran perhubungan dan penyebarluasan komunikasi dan informatika 
di kabupaten karanganyar. 
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Dengan dibentuknya dinas perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar diharapkan berbagai permasalahan 
dan tantangan yang sangat kompleks dapat diatasi atau dicarikan solusinya 
oleh dinas perhubungan, Informasi, Dan Komunikasi Kabupaten 
Karanganyar. 
Sebagai implementasi kedua Undang-Undang tersebut pada tahun 
2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan Peraturan 
Daerah Nomer 2 Tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja 
perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Daerah inilah yang 
merupakan dasar pembentukan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan 
Informatika.  
Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika merupakan salah 
satu perangkat daerah Kabupaten Karanganyar untuk ikut serta dalam 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip otonomi yang 
luas, nyata, dan bertanggungjawab secara efektif dan efisien dalam 
mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum maupun kesejahteraan 
masyarakat. 
a. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
“Terwujudnya sistem Transportasi dan perhubungan yang efisien, 
aman, lancar, tertib, dan teratur, serta terwujudnya masyarakat 
Karanganyar yang Informatif dan Komunikatif” 
Adapun  Misi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
yaitu : 
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1) Meningkatakan kualitas pelayanan administrasi perkantoran  
2) Meningkatkan sarana prasarana dan pelayananan dibidang 
perhubungan. 
3) Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 
4) Mewujudkan masyarakat yang informatif dan komunikatif 
b. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan 
Informatika  
1) Tugas Pokok Dishubkominfo 
a. Melaksanakan otonom daerah di bidang perhubungan, 
Komunikasi, dan Informatika yang dipimpin oleh seorang 
kepala Dinas yang berada di bawah tanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
b.  Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
berdasarkan azaz otonom dan tugas pembantuan. 
2) Fungsi Dishubkominfo 
a. Perumusan kebijakan kabupaten, kebijakan pelaksanaan di 
bidang perhubungan komunikasi dan informatika 
b. Pelakasanaan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan 
Komunikasi Dan Informatika. 
c. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi 
tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi Dan 
Informatika. 
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d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan 
Komunikasi Dan Informatika. 
e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, saran dan 
pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Bidang Perhubungan 
Komunikasi Dan Informatika kepada Bupati. 
f. Pelaaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
2. Struktur Organisasi 
Gambar 1. 
Bagan Struktur Organisasi 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten. Karanganyar 
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Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) 
Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Dishubkominfo sesuai 
peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 terdiri dari : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Perencanaan  
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3. Bidang Perhubungan, terdiri dari : 
a. Seksi Angkutan 
b. Seksi Teknik dan Prasarana 
c. Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir 
4. Bidang Pengendalian dan Operasional Keselamatan Jalan, terdiri dari 
a. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas 
b. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Jalan 
5. Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari : 
a. Seksi Komunikasi 
b. Seksi Informasi dan Pemberitaan 
c. Seksi penyiaran  
3. Tugas Pokok dan Fungsi dari Masing-masing Seksi 
1) Kepala Dinas 
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Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai 
tugas pokok yaitu : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 
2) Sekretariat Dinas 
Sekretarias Dinas mempunyai tuga membantu Kepaala Dinas 
dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan 
mengendalikan urusan perencanaan, keuangan, umum, dan 
kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan 
Informatika  
a. Sub Bagian Perencanaan 
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu 
Sekretariat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam 
melaksanakan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, 
dan pengendaliankegiatan di bidang perencanaan. 
Fungsi dari Sub Bagian Perencanaan 
1. Penyusunan program bagian perencanaan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlakudan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dan kebijaksanaan atasan. 
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar 
diketahui tingkat realisasinya. 
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b. Sub Bagian Keuangan 
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 
membantu sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika dalam pengkoordinasian pengelolaan keuangan Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 
Fungsi dari Sub Bagian Keuangan 
1. Penysunan rencana kegiatan di bidang perencanaan anggaran 
pembiaan, pertanggungjawaban, dan administrasi keuangan. 
2. Pengelolaan keuangan dan penatausahaan kekayaan milik Negara 
di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 
tugas pokok membantu sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika dalam menjalankan tugasnya. 
3)  Bidang Perhubungan  
Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas membantu 
Kepala Dinas dalam merumuskan Kebijakan, mengkoordinasikan, 
membina, dan mengendalikan kegiatan di Bidang Perhubungan. 
Fungsi dari Bidang Perhubungan ini antara lain : 
1. Penyusunan program kegiatan Bidang Perhubungan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
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2. Menjabarkan perintah atasan melalaui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
kebijaksanaan atasan. 
a. Seksi Angkutan 
Kepala seksi Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Perhubungan dalam melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, 
angkutan. 
 
Fungsi dari Seksi Angkutan 
1. Penyusunan program kegiatan seksi Angkutan berdasarkan 
Perturan perundangan-undanganyang berlaku dan sumber data 
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
2.  Evaluasi terhadap pelayanan angkutan sesuai dengan ijin yang 
diberikan pada setiap ruas trayek melalui survey perhitungan 
kepadatan penumpang untuk mengetahui load factor sehingga 
dapat disimpulkan jumlah armada yang berpotensi masih layak 
atau tidak. 
3. Melakukan analisa dan perhitungan dan penetapan tarif 
angkutan penumpang umum. 
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b. Seksi Teknik dan Prasarana 
Kepala seksi teknik dan prasarana mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 
pengendalian kegiatan teknik dan prasarana. 
Fungsi dari seksi teknik dan prasarana  
1. Menyusun petunjuk teknis persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
pemilik kendaraan wajib uji. 
2.  Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta 
pemberian perijinan perbengkelan. 
3.  Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 
c. Seksi Pengelolaan Terminal dan parkir 
Kepala seksi pengelolaan Terminal dan Parkir mempunyai 
tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 
pengendalian kegiatan pengelolaan terminal dan parkir. 
Fungsi dari seksi pengelolaan Terminal dan parkir 
1. Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh bidang di lingkungan 
Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 
2. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang 
pengelolaan perparkiran 
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3.  Melaksanakan pemungutan retribusi parkir baik di jalan 
maupun di tempat khusus parkir. 
 4)  Bidang Pengendalian dan Operasional Keselamatan Jalan, terdiri dari : 
a. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas 
Kepala seksi Pengendalian dan Operasional Lalu 
Lintasmempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian 
Operasional keselamatan jalan dalam melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan 
pengendalian operasional lalu lintas. 
Fungsi dari seksi ini antara lain : 
1. Menetapakan kebijakan dan ketentuan-ketentuan lalulintas di 
ruas jalan. 
2.  Menyusun rencana kegiatan di bidang pengendalian dan 
operasional luli lintas untuk mewujudkan tatanan lalu lintas yang 
aman, lancar, tertib, dan teratur. 
3. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan, penempatan, dan 
pemasangan fasilitas pengaturan, dan keselamatan lalu lintas. 
b. Seksi Pengawasan dan Pengamatan Jalan 
Kepala seksi Pengawasan dan PengamananJalan mempunyai 
tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Operasional 
keselamatan Jalan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan 
pengawasan dan pengamanan jalan. 
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Fungsi dari seksi ini antara lain : 
1. Melaksanakan kegiatan pengawasan penertiban dan 
pengendalian lalulintas terhadap berbagai ketentuan dan 
kebijkan lalulintas yang telah ditetapkan. 
2. Melakukan kegiatan pembinaan, pengarahan, peringatan, dan 
penindakan, terhadap masyarakat pengguna jalan yang 
melakukan pelanggaran lalulintas. 
3.  Melakukan Operasi penertiban, pemeriksaan, dan penyelidikan, 
lalu lintas secara periodik baik di ruas jalan maupun di terminal.  
5) Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : 
a. Seksi Komunikasi 
Kepala Seksi Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala Bidang komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 
pengendalian kegiatan seksi komunikasi. 
Fungsi dari seksi ini antara lain : 
1. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi dan bidang di 
lingkungan Dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 
2.  Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 
3. Penanggungjawaban panggilan darurat telekomunikasi 
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b. Seksi Informasi dan Pemberitaan 
Kepala seksi Informasi dan Pemberitaan mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang Komunikasi Dan Informatika dalam 
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, 
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Informatika dan 
Pemberitaan. 
Fungsi dari seksi ini antara lain : 
1. Menyusun program kegiatan seksi informasi dan pemberitaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
2. Melaksanakan kegiatan forum komunikasi kehumasan 
3. Melaksanakankegiatan jumpa pers atau kemitraan dengan pres 
c. Seksi Penyiaran  
Kepala seksi penyiaran mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanakan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan 
pengendalian kegiatan seksi penyiaran . 
Fungsi dari seksi ini antara lain : 
1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk 
keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya 
kabupaten sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio.  
2.  Pemberian rekomendasi wilayah proritas untuk pembangunan 
kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 
3. Melaksanakan kegiatan Bupati menyapa  
34 
 
B. Fungsi dan Kegiatan Seksi Informasi dan Pemberitaan Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
1. Fungsi Seksi Informasi dan Pemberitaan di Dishubkominfo Karanganyar 
Fungsi dan tugas pokok Seksi Informasi dan Pemberitaan 
Dishubkominfo diatur dalam keputusan Bupati Karanganyar Nomor 15 
Tahun 2009. Tugas pokok dari seksi ini adalah membantu kepala dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan penyiaran 
bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 
kegiatan Seksi Informasidan Pemberitaan. 
2. Kegiatan – kegiatan Seksi Informasi dan Pemberitaan 
Kegiatan-kegiatan seksi Informasi dan Pemberitaan atau yang lebih 
disebut sebagai kegiatan kehumasan yang dilaksanakan oleh 
Dishubkominfo Karanganyar menurut keputusan Bupati Karanganyar 
Nomor 15 Tahun 2009 meliputi : 
a. Peliputan dan Dokumentasi  
b. Kliping Pers  
c. Internal Public Relations 
d. Eksternal Public Relations 
e. Penyiaran 
f. Publisitas 
Memperoleh citra positif dari masyarakat bagi Pemerintah Daerah 
adalah proritas utama atau tujuan utama kegiatan seksi Informasi dan 
Pemberitaan. Selain pembentukan citra positif juga mengupayakan 
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terciptanya suasana atmosfer kerja yang harmonis seiring sejalan bagi 
Publik Internal dan untuk memperoleh goodwill dari Publik eksternal. 
a. Peliputan dan Dokumentasi  
Kegiatan yang dilakukan melakukan peliputan semua kegiatan 
yang dilakukan oleh Bupati maupun oleh dinas – dinas lain di 
lingkungan Pemerintahan Daerah. 
b. Kliping Pers 
Pembuatan kliping pers bertujuan mengontrol kebenaran 
ataupun fakta – fakta yang sebenarnya dari pemberitaan oleh media 
massa. 
Tindakan mengontrol penting dilakukan untuk menjaga opini 
publik yang berkembang di luar terhadap Pemerintah agar senantiasa 
baik. Apabila terdapat pemberitaan yang tidak benar maupun trjadi 
kesalahan pemberitaan, maka pihak dari Pemerintah langsung dapat 
membuat Counter Release yang bermanfaat sebagai media klarifikasi 
pemberitaan tersebut dengan menunjukan bukti dari kliping Pers 
tersebut. 
c. Internal Publik Relations 
Kegiatan internal relations bertujuan menciptakan suasana yang 
kondusif, harmonis, dengan suasan yang demikian bisa memperlancar 
dan menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas di setiap 
aspek. Mengingat setiap organisasi terdiri dari atasan dan bawahan, 
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untuk itu agar tidak terjadi suatu kesenjangan diperlukan hubungan 
yang baik antara semua staff mulai dari atasan sampai bawahan, 
Kegiatan Internal Publik Relations dalam Dishubkominfo antara 
lain : 
1) Pengumuman-pengumuman : Semua jadwal kegiatan dinas ditulis 
pada papan pengumuman atau ditempel. 
2) Jurnal agenda kegiatan : Selain ditulis atapun ditempel pada papan 
pengumuman, jadwal    kegiatan juga diagendakan dalam jurnal 
beserta nama petugas yang menghadiri kegiatan tersebut. 
3) Kontak Pribadi 
4) Koperasi pegawai yang merupakan wadah pertemuan antar 
pegawai, kegiatan ini dilakukan secara berkala. 
5) Darmawisata : Kegiatan darmawisara yang diikuti oleh seluruh 
pegawai yang diadakan satu tahun sekali, deangan darmawisata 
diharapkan bisa melepas kepenatan serta ketegangan para pegawai. 
Selain itu, kegiatan darmawisata bisa dipakai sebagai ajang 
menjalin keakraban antara pegawai yang satu dengan lainya.  
6) Penyelesaian tempat ibadah. 
d. Eksternal Public Relations 
Selain sebagai mahluk individualis manusia juga merupakan 
makhluk socius  yang artinya saling membutuhkan. Begitu juga bagi 
organisasi, hubungan dengan publik luar mutlak diperlukan sebab 
dijaman modern ini tidak ada yang dapat hidup sendiri tanpa pihak 
37 
 
lain, masing – masing akan saling membutuhkan. Untuk itu disinilah 
Humas Pemerintah yang luwes memiliki peran penting sebagai 
fasilitator dalam hal membina hubungan timbal balik dengan 
masyarakat sehubungan dengan tugasnya untuk memberikan 
pelayanan informasi kepada publiknya. 
Kegiatan Eksternal Public Relations terdiri dari : 
1) Mengadakan analisa dan penilaian terhadap sikap dan opini publik. 
2)  Memberikan kritik dan koreksi kepada pimpinan sehubungan 
dengan tujuan Public Relations 
3) Mempersiapkan bahan – bahan penerangan dan penjelasan yang 
jujur sekaligus objektif terhadap public. 
4) Mengadakan penelitian dan penyidikan tentang kebutuhan , 
kepentingan, dan selera publik. 
e. Penyiaran  
Dalam formasi Dinas Perhubungan dan Informatika, yang 
melaksanakan tugas penyiaran adalah Seksi Penyiaran adalah Seksi 
Penyiaran melalui siaran RSPD. Hal ini diatur dalam keputusan Bupati 
Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 
f. Publitas 
Kegiatan Publisitas dilakukan dengan berbagai cara antara lain : 
1) Membuat siaran Pers atau Press Release 
2) Siaran RSPD 
3) Penerbitan majalah Karanganyar Tentram 
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4) Flim atau VCD ( Dokumentasi )  
5) Pertunjukan Rakyat 
6) Siaran Keliling 
Kegiatan publisitas tidak terlepas juga dari peran media massa (surat 
kabar )  dan juga Stasiun Radio Swasta. 
 
C.  Visi dan Misi Pemkab Karanganyar 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun ke 
depan Tahun 2009- 2014 memiliki visi, misi dan arah kebijakan guna 
mencapai tujuan sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar. 
Adapun visi, misi, dan arah kebijakan itu antara lain : 
Visi : 
Terwujudnya Karanganyar yang tentram, demikratis, dan sejahtera. 
Misi : 
1. Menciptakan keamanan, ketertiban, dan kepatuhan hukum melalui 
penegakan peraturan perundang- undangan. 
2.  Memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan partisipasi 
rakyat untuk pemerintahan daerah yang demokratis. 
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan pertumbuhan 
ekonomi dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada kemandirian, 
peningkatan kualitas SDM dan penyerataan gender. 
4. Meningkatkan pola pelayanan birokrat dengan mengutamakan kepuasan 
masyarakat secara pasti, cepat dan murah. 
39 
 
5. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama 
denagn penguatan kesadaran moral dan etika serta kehidupan berbudaya 
di masyarakat. 
Arah Kebijakan : 
1. Memantapkan stabilitas daerah yang dinamis yang didukung oleh 
keamanan dan ketertiban sehingga penyelenggara pembangunan dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. 
2.  Menegakan peraturan perundangan sesuai dengan kaidah – kaidah hukum 
dalam upaya menciptakan supremasi hukum dan HAM. 
3. Meningkatkan tatanan demokrasi di segala bidang kehidupan. 
4.  Meningkatkan keberdayaan masyaraat agar lebih efektif berperan serta 
dan berpartisipasi dalam pembangunan. 
5.  Menyediakan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan dukungan 
keuangan daerah. 
 
D.  Agenda Bupati karanganyar Selam 7 Hari : 
1. Senin “ Sehat” 
Kegiatan : 
a. Pembinaan Ke Desa- desa 
b.  Mengupulkan Kader Kesehatan  
c.  Follow up orang yang masih sakit 
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2. Selasa “ Masdar Hukim” Masyrakat Sadar Hukum 
Kegiatan : 
a. Penyuluhan Kesadaran Hukum 
b. Mensosialisasikan Hukum ( Contoh : PNS di larang kampanye)  
3. Rabu “ Belajar” 
Kegiatan : 
a. Berkomunikasi dengan bahasa daerah , kromo 
b. Pembinaan atau arahan dari Bupati 
4. Kamis “ Bertani” 
Kegiatan : 
a. Berhubungan dengan pertanian ( contoh : penyuluhan cara stek durian ) 
b. Mensosialisasikan pupuk baru atau langka 
5. Jumat “ Keliling” 
Kegiatan :  
a. Berpakaian olah raga  
b. Tukar pikiran dan pendapat dengan mengundang masyarakat ke masjid 
c. Jum’atan keliling apabla Bupati tidak keluar kota 
6. Sabtu “ Wisata” 
Kegiatan : 
a. Wajib memakai seragam batik srikandi 
b. Konsep oleh Dinas pariwisata untuk menarik pengunjung 
c. Pemeliharaan objek wisata 
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7. Minggu “ Bersih” 
Kegiatan : 
a. Pemerintah Kabupaten terjun langsung mendatangi masyarakat. 
b. Kinerja bakti 
Disetiap agenda Buoati yaitu tepatnya selama ss Release setiap 
kegiatan yang dilakukan Bupati merupakan tugas dari petugas Humas agar 
seluruh aktifitas pemkad Karanganyar dapat di informasikan sehingga 
diketahui oleh masyarakat luas srta mengetahui bagaimana kinerja aparatur 
pemkab Karanganyar.  
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BAB IV 
PELAKASANAAN MAGANG 
 
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 
Karanganyar yang beralamat di Jalan. Lawu Kompleks perkantoran Cangakan 
Karanganyar Jawa Tengah, merupakan tempat pelaksanaan Kuliah Kerja 
Media ( KKM  ) penulis. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Media dimulai pada tanggal 01 Februari 
sampai 31 Maret 2010, sedangkan aktifitas pelaksanaan magang itu sendiri 
dilaksanakan sama seperti pada jam kerja Dishubkominfo yaitu pukul 07.30 – 
14.00 dengan aturan 6 hari kerja. 
 
B. Bidang Pelaksanaan  
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Media, penulis di tempatkan di 
bagian Seksi Informasi Dan Pemberitaan yang sebelum berganti nama 
dahulunya adalah Seksi Kehumasan. Meskipun berganti nama kegiatan – 
kegiatan maupun tugas di bagian Seksi Informasi Dan Pemberitaan 
merupakan bidang bagian yang cocok dengan bidang konsentrasi penulis yaitu 
Public Relations, sehingga penulis bisa secara langsung mengaplikasikan ilmu 
yang diperoleh dengan lebih mudah. 
Dalam masa pelaksanaan KKM, penulis mempergunakan kesempatan 
sebaik mungkin dengan melakukan rolling tempat pada sub bagian lainya 
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namun masih tetap ada korelasinya dengan ilmu Kehumasan. Hal demikian 
memberi manfaat bagi penulis, baik itu berupa pengalaman, pengetahuan, dan 
skill yang semakin menunjukan peningkatan serta dapat mengoptimalkan 
potensi penulis.  
 
C. Laporan Pelaksanaan  
Pada periode I – VI dari tanggal 01 Februari sampai dengan 31 Maret 
2010 bermacam – macam kegiatan yang dilaksanakan penulis di Dinas 
Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar. 
Macam kegiatan tersebut meliputi : 
1. Kegiatan Peliputan  
Dipastikan setiap minggunya selalu ada kegiatan peliputan yang 
dilakukan penulis, diantaranya : 
a. Liputan pemilihan top model Batik Casual di Pendopo Rumah Dinas 
Bupati Karanganyar 
b. Liputan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar dengan tema “ 
CERAMAH PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN 
PEREDARAN HIV-AIDS, NARKOBA SERTA POLA ASUH ANAK 
TAHUN 2010 TP PKK KABUPATEN KARANGANYAR”. 
c. Liputan kegiatan volli bersama muspida di Sekda. 
d. Liputan Sosialisasi SSIP ( Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ) di 
podang VIP 
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e. Liputan di Sekda Bupati Karanganyar menerima siswa SMA N 1 
Karanganyar dalam kaitan tugas Bahasa Indonesia. 
f. Liputan kunjungan kerja Pansus IV DPRD Cilacap. 
g. Liputan Pelepasan tim sepak bola Kabupaten Karanganyar di Liga 
Pendidikan Indonesia. 
h. Liputan Rapat Anggota Tahunan Dasar Mitulungi Dishubkominfo. 
i. Liputan penandatanganan persetujuan bersama DPRD dengan Bupati 
Karanganyar tentang Prolegda tahun 2010-2013. 
j. Liputan pembukaan workshop tentang perlindungan dan pengelolaan 
L.H di Windusita Sondokora TasikMadu. 
k. Liputan Pelantikan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar di 
aula PKK. 
l. Liputan tebar benih ikan di waduk lalung. 
m. Liputan sarasehan Baziz Kabupaten Karanganyar. 
n. Liputan penyerahan korban tenggelam di Bengawan Solo. 
o. Liputan SMEA BK Karanganyar menang 2-0 atas SMA N 5 
Logolmoyo Wonogiri. 
p. Liputan Invitasi Nasional Pencak Silat pasir pantai 1 di Lor In 4-8 
Maret 2010. 
q. Liputan rapat dinas lengkap tahun 2010 di Sekda. 
r. Liputan Rapat Koordinasi penempatan tenaga kerja indonesia dan 
penerimaan tamu dari Malaysia di Pendopo Rumah Dinas. 
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s. Liputan pembinaan Kepala Sekolah dukun Sekna di Pendopo Rumah 
Dinas. 
t.   Liputan Popda SD, SMP, SMA, tahun 2010 di alun-alun, gor mini, 
stadiun 45 Kabupaten Karanganyar. 
u. Liputan Sidang Paripurna di DPRD. 
v. Liputan pembukaan Diklat Prajabatan dengan badan diklat Provinsi 
Jawa Tengah. 
w. Liputan pemandangan umum fraksi di DPRD. 
x. Liputan Talk Show G.O.W di Pendopo rumah dinas yang bekerja sama 
dengan Wardah dengan bintang tamu Inneke Kosherawati. 
y. Liputan kunker komisi B di Sekda.  
2. Kliping Pers 
Setiap harinya rutin membuat kliping pers dari semua surat kabar 
harian (Solopos, Suara Merdeka, Jawa Pos, Joglo Semar, Seputar 
Indonesia, Kompas, Meteor, Gema Rakyat ). Berita yang dikliping 
tentunya khusus seputar Karanganyar mulai dari Politik, Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Pendidikan, Kriminalitas. Setelah pembuatan kliping pers selesai 
kemudian dilaporkan atau didistribusikan ke Pemerintahan Kabupaten 
Karanganyar meliputi ( Bupati, Wabup, Sekretaris Daerah, Assisten I, 
Sekda, dan Inspektorat ). Kegunaan kliping pers bisa mengetahui seluruh 
informasi maupun kejadian di wilayah Karanganyar sekaligus dapat 
dijadikan evaluasi dalam pemberitaan. 
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3. Membuat Press Release  
Press Release dibuat setiap setelah melakukan peliputan. Jadi, hari 
itu juga press release segera dibuat. Data – data atau informasi merupakn 
rangkuman yang kita peroleh dari hasil liputan yang telah dilakukan. 
Apabila press release sudah jadi kemudian dikirim melalui Fax ke 
Pemkab. Karanganyar ( 495590 ) sedangkan press release yang news value 
nya bersifat Nasional di kirim melalui Fax ( 024 8441013 ) ka Badan 
Informasi Dan Kehumasan ( BIKK ) Prop. Jateng. Selain dikirim ke 
Pemkab Karangayar dan BIKK Prop. Jateng, press release juga dikirim ke 
wartawan Solopos dan Joglo Semar dan lain-lain dengan harapan agar 
dimuat dalam surat kabar harian tersebut.  
4. Membuat Rekapitulasi Kegiatan Bupati 
Setiap akhir bulan dilakukan pembuatan rekapitulasi kegiatan 
Bupati Karanganyar selama satu bulan penuh. Data dalam pembuatan 
rekapitulasi ini diperoleh dari buku jurnal kegiatan dan arsip press release. 
5. Membuat Sambutan Bupati  
Untuk sambutan Bupati biasanya dibuat jika dari pihak Pemkab. 
Karanganyar bagian Sekretaris Daerah meminta untuk dibuatkan sambutan 
Bupati. 
6. Mengentri Data Wartawan 
Mendata semua wartawan dari berbagai media massa yang 
ditugaskan di wilayah Karanganyar. 
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7. Dokumentasi  ( Foto ) 
Ketika melakukan kegiatan peliputan dalam mencatat atau 
merangkum semua inti kegiatan yang dilaksanakan juga dibutuhkan 
pengambilan gambar sebagai dokumentasi dan melengkapi dalam 
pembuatan majalah Karanganyar Tentram. 
8. Siarling ( Siaran keliling ) 
Kegiatan siaran keliling ini dilakukan untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat Karanganyar. Siaran keliling pada waktu penulis 
melaksanakan KKM menginformasikan bahwa akan ada pentas ** 
 
D. Bentuk Kegiatan Seksi Informasi Dan Pemberitaan Yang Telah 
Dilaksanakan Sebagai Upaya Membangun Citra Pemkab Di 
Dishubkominfo karanganyar 
Upaya atas kegiatan yang telah dilakukan Seksi Informasi Dan 
pemberitaan untuk membangun citra Pemkab Karanganyar dapat dilihat dari 
keputusan Bupati Karanayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang uraian Tugas 
Pokok dan Fungsi Jabatan Srukturakl pada Dinas Perhubungan Komunikasi 
Dan Informatika Kabupaten Karanganyar dan kegiatan – kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Seksi Informasi Dan Pemberitaan antara lain : 
1. Pemberitaan Informasi, Seksi Informasi Dan Pemberitaan menyusun press 
release dari hasil peliputan yang telah dilakukan untuk kemudian 
diinformasikan kepada media massa sehingga berita yang dimuat dalam 
media massa sehingga berita yang dimuat dalam media massa sehingga 
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berita yang dimuat dalam media mssa tersebut bisa cepat dan langsung 
diinformasikan sekaligus diketahui masyarakat. 
2. Melakukan kliping press sebagian kajian, monitoring, dan evaluasi berita – 
berita yang beredar di masyarakat. Pengkajian, Monitoring, Evaluasi berita 
– berita yang beredar bisa ballance  dengan kenyataan yang ada. 
3.  Melakukan Siarling ( Siaran Keliling) kepada masyarakat dalam upaya 
pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang fenomena daerah 
sekitar. Misal : Pembinaan terkait Pemilu Tahun 2009 tentang cara 
Mencontreng. 
4. Kegiatan jumpa pers atau kemitraan pers. Pers dianggap sebagai mitra 
kerja bagi instansi pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Sebab, melalui 
media massa informasi disebarluaskan terutama penyebarluasan informasi 
tentang pemkab. Karanganyar dengan informasinya yang berupa kebijakan 
–  kebijakan daerah. 
5.  Mengadakan kerjasama dengan media elektronik (TV) untuk 
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah. 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Seksi Informasi 
Dan Pemberitaan (Humas), Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Karanganyar sangatlah memiliki andil besar dalam membangun 
citra Pemkab Karanganyar di mata masyarakat. Peran yang peling menonjol 
yang dilakukan seksi ini ialah dalam pelaksanaan peliputan dan pembuatan 
press release. Dan dalam hal tersebut seksi informasi dan Pemberitaan 
membina  hubungan baik dengan media yang sifatnya simbiosis mutualisme, 
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yang dapat diartikan bahwa dimana media membutuhkan bahan – bahan 
informasi dari seksi Informasi Dan Pemberitaan begitu juga sebaliknya Seksi 
Informasi Dan Pemberiatan atas nama Pemkab karanyanyar membutuhkan 
media sebagai sarana penyebaran informasi. 
 
E. Kendala  
Selama kuliah kerja media di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar, hanya sedikit kendala yang ditemui 
karena, penulis dari awal memiliki keinginan serta kemauan yang kuat untuk 
memanfaatkan waktu selama KKM dengan selalu belajar dan melakukan 
evaluasi serta tidak segan bertanya kepada staff yang berkompeten di bidang 
masing- masing. Untuk masalah adaptasi atau proses penyesuaian diri dengan 
para staff di lingkungan Dishubkominfo penulis tidak memerlukan waktu 
yang lama sebab , sebelum melakukan Kuliah Kerja Media penulis di waktu 
awal melakukan observasi dan membina Human Relationship dengan para 
staff. Keadaan yang demikian memberi keuntungan bagi penulis karena 
dengan begitu akan memperlancar pelaksanaan setiap kegiatan selama KKM. 
 
F. Kemajuan 
Sedikit demi sedikit namun pasti, penulis dari setiap kegiatan yang 
dilakukan selalu mendapatkan peningkatan atau kemajuan. Kemajuan yang 
didapat sangatlah banyak, mulai dari pembuatan kliping pers ( tidak asal 
tempel ) sampai dengan membina hubungan baik dengan para wartawan dari 
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berbagai media. Hal ini memberikan kesan tersendiri bagi penulis. Dalam 
pembuatan press release penulis juga merasakan banyak nya kemajuan yang 
telah diperolehnya, khususnya kemajuan dari sisi tekhnik penulisan. Dan 
kegiatan peliputan selama KKM memberikan manfaat positif bagi penulis 
yaitu, semakin percaya diri dalam diri penulis sebab ketika melakukan 
peliputan dipastikan selalu bertemu dan meliput pejabat yang ada di 
Karanganyar.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN  
Menurut pengamatan selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 
Media pada Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar ini, 
penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan kehumasan 
dalam kantor ini telah terlaksana dengan baik serta didukung oleh fasilitas 
yang cukup. 
Kegiatan kehumasan kantor ini meliputi : 
1. Peliputan dan Dokumentasi 
2. Kliping Pers 
3. Internal Public Relation 
4. External Public Relation 
5. Penyiaran 
6. Publisitas 
Kegiatan kehumasan di atas tidak hanya dilaksanakan oleh Seksi Hurnas 
saja melainkan juga dilaksanakan oleh Seksi Komunikasi dan Prornosi melalui 
penerbitan majalah Karanganyar Tentram, siaran keliling, film/VCD, pertujukan 
rakyat dan lain-lain serta juga dilaksanakan oleh Seksi Penyiaran melalui siaran 
RSPD-nya. 
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B. SARAN 
1. Bagi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 
Karanganyar 
a. Agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan lebih 
mengefektifkan waktu yang ada agar kualitas kerja Dishubkominfo  
lebih meningkat serta memberikan kedisiplinan yang lebih bagi para 
stafnya. 
b. Agar senantiasa menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan 
publik intern maupun publik eksternal yang selama ini telah terbina. 
2. Bagi lembaga Universitas Yaitu Program Diploma III Komunikasi 
Terapan, FISIP UNS 
Diharapkan agar segenap keluarga besar FISIP selalu ada 
hubungan kerjasama yang baik dengan instansipemerintahan maupun 
instansi swasta agar disetiap KKM dipermudah oleh instansi tersebut. 
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